
NASKAH URGENSI 

PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA 

 

1. Peraturan Menteri ini untuk mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat 

desa agar mampu mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri dan 

berkelanjutan melalui pendampingan masyarakat desa, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur 

mengenai pedoman umum pendampingan masyarakat desa. 

2. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. 

3. Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa merupakan acuan dalam 

pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Desa bagi kementerian/ lembaga 

pemerintah nonkementerian terkait, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota, Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga 

untuk pembangunan Desa dan kawasan perdesaan. 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan 

Masyarakat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan 

perkembangan hukum sehingga perlu diganti. 

5. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pendampingan Masyarakat Desa beserta perubahannya. 
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